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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji ialah salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh orang muslim 

yang mampu karena ibadah haji merupakan perwujudan ketaan kepada Allah 

SWT.
1
  Perjalan ibadah haji adalah perjalan suci yang memerlukan kesiapan 

fisik, mental dan finansial, serta pengetahuan dalam melaksanakan ibadah haji
2
. 

                                  

                            

97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 

dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka 

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam. Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun 

Ka'bah.  Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan 

alat-alat pengangkutan serta sehaEEt jasmani dan perjalananpun 

aman.
3
 

 

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan setiap muslim yang telah istit}a<’ah 

atau mampu maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji selain istit}a<’ah 

yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran : 97 syarat 

untuk melaksanakan ibadah haji yaitu : 

                                                           
1
 Abdullah bin Muhammad Al muthlaq, Fiqh Kontemporer, ( Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006),834 

2
 Departemen Agama RI, Modul Bimbingan manasik haji, ( Jakarta: Drijen penyelenggaraan haji 

dan umroh, 2008), 3 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (tp. 2007).225 
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1. Islam, beragama islam merupakan syarat utama bagi orang yang melaksanakn 

ibadah haji. Maka orang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan 

ibadah haji atau umroh  

2. Baligh, haji tidak diwajibkan kepada orang gila dan orang  yang kurang waras 

pikirannya, begitu juga tidak diwajibkan kepada anak kecil. 

3. Berakal sehat, mampu membedakan halal dan haram 

4. Merdeka, haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya sebagai kemudahan 

baginya, karena dia sibuk melayani tuannya, dan karena haji  membutuhkan 

harta sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai harta. 

5. Istit}a<’ah, mampu dalam melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi: 

a. Jasmani, yaitu sehat dan kuat agar tidak kesulitan dalam melaksanakan 

ibadah haji.  karena badannya sehat, sebagaimana hadist Ibnu Abbas : 

الْحَجِّ شَيِخّا كَبِيِرّا لَا يَسِتَطِيِعُ أَنَّ امِرَأَةً مِهِ خَثْعَمَ قَالَتِ: يَارَسُوِلَ الِله إِنَّ أَبِي أَدِرَكَتِهُ فَرِيِضَتُ 
 أَنْ يَسِتَوِىَ عَلَي الرَّاحِلَتِ أَفَأَحُجُّ عَىِهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَىِهُ

‚Bahwasanya seorang wanita dari Khats’am berkata: ‘Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk 

melaksanakan ibadah haji disaat dia telah tua renta, dia tidak mampu 

untuk tetap bertahan diatas kendaraan, apakah aku melaksanakan haji 

untuk mewakilinya?’ Beliau menjawab: 'Lakukankah haji untuk 

(mewakilinya)‛ (HR Bukhari dan Muslim) 

b. Rohani, mengetahui dan memahami manasik haji dan berakal sehat  

c. Ekonomi, mampu membayar biaya berangkat naik haji yang bukan satu-

satunya harta yang ia miliki jika ia menunaikan haji keluarga yang 

ditinggal akan terlantar dan kelaparan yang menyebabkan kemud}ara>tan 

bagi diri dan keluarga yang ditinggalkannya. Tidak mempunyai hutang, 
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karena barang siapa yang mempunyai hutang, tidaklah ada kewajiban haji 

baginya, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar dan 

merupakan hak manusia yang pada dasarnya harus dipenuhi dan tidak bisa 

ditolerir. Hutang yang berjangka hukumnya seperti hutang yang jatuh 

tempo, karena yang berhutang sama-sama dikatakan tidak mampu. Tetapi 

jika dia percaya bisa mencari harta untuk membayarnya, seperi kredit 

yang dibayar secara teratur dan dipotong dari gaji bulanannya atau 

dipotong dari upah kerja ketrampilan atau sejenisnya, maka hal ini tidak 

menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji sesudah dapat izin dari 

orang yang dihutanginya.
4
 

d. Keamanan, yaitu aman dalam perjalanan serta aman bagi keluarga, harta 

benda dan tanggung jawab yang ditinggalkan.  

Dalam masa ini sebagian besar masayarakat Indonesia dalam 

melaksanakan ibadah haji sudah dalam rentan umur yang rata-rata bearada 

diatas umur 40 tahun haji yang dapat beresiko tinggi bagi keselamatan dan 

kesehatan calon jamaah yang sakit sedangkan dalam melaksanakan ibadah 

haji disyaratkan Istit}a<’ah diharuskan sehat, yang berarti tidak lemah badan 

karena usia lanjut usia yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah 

haji, jika memang sudah tidak mampu maka digantikan oleh orang lain.
5
 

Yang biasa disebut badal haji dimana dilakukan oleh seseorang atas nama 

orang yang sudah meninggal karena udzur baik jasmani maupun rohani yang 

                                                           
4
Sulaiman Rasjid,fiqih islam, (Bandung: PT.BSinar Baru Algensindo,2001) 45 

5
Abd. Aziz, Tuntutan ibadat zakat, puasa dan haji,( Semarang: Fiqih Wicaksana,1991), 56  
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tidak diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakan 

sendiri.
6
 

Dan disyaratkan bagi yang mewakili haji, bahwa dia sudah pernah 

melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan hadist : 

تَ قَالَ مَهِ شُبِرُمَتُ قَالَ أَخْ لِي عَهِ ابِهِ عَبَّاسٍ أَنَّ الىَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيِكَ عَهِ شُبِرُمَ
 أَوِ قَرِيبْ لِي قَالَ حَجَجِتَ عَهِ وَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَهِ وَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَهِ شُبِرُمَتَ

‚Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shalla Allahu 'alaihi wa sallam 

mendengar seseorang mengucapkan; Labbaika 'An Syubrumah (ya Allah, aku 

memenuhi seruan-Mu untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah 

Syubrumah tersebut?" Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau 

bertanya: "Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" 

Dia menjawab; belum! Beliau berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, 

kemudian berhajilah untuk Syubrumah."(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan 
hadist ini dishahihkan Ibnu Hibban)7 

Yang mewakili hendaknya berangkat dari kota tempat tinggal orang 

yang diwakilinya, seorang laki-laki boleh mewakili perempuan dan 

sebaliknya perempuan boleh mewakili laki-laki. jika yang berhalangan tadi 

kemudian menjadi mampu, maka tidak wajib baginya melaksanakan ibadah 

haji lagi, karena dia telah mengerjakan apa–apa yang diperintahkan 

kepadanya, sehingga tidak diwajibkan mengulanginya. Yang mewakilinya 

berhak mengambil biaya haji darinya, dan jika dia mengambil lebih dari biaya 

yang dibutuhkan maka hal itu dibolehkan. 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, fiqh haji, (Jakarta: departemen Agama RI, 2001), 85 

 
7
 http://www.fikihkontemporer.com/2014/09/belum-pernah-haji-tapi-sudah.html, diakses pada 7 

September 2014. 
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Pelaksanaan akad badal haji dilakukan sebab orang tersebut telah 

meninggal atau mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat 

melaksanakan ibadah haji, yang faktor tersebut disebabkan oleh usia yang 

lanjut usia atau kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat.  

Istit}a>’ah  dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat wajib 

mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan 

bada>niah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan 

kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun qalbi). Dalam hal ini seorang 

yang buta atau seorang yang bodoh atau idiot jika mempunyai kemampuan 

harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang 

membimbing pelaksanaan hajinya.  

Dalam penelitian ini akan memaparkan bagaimana kebijakan Menteri 

Kesehatan bagi calon jamaah yang sakit dan standarttidak diperbolehkannya 

haji bagi yang sakit, karena mengingat kebijakan istit{a’ah haji yang dikelola 

dan diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bagaimana 

administrasi pelaksanaan badal haji bagi calon jamaah haji yang meninggal 

dunia. 

Dari berbagai masalah yang disebutkan diatas, maka penulis akan 

melakukan penelitian mengenai ‚Analisis Shad Ad-Dhari<’ah Terhadap 

Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia‛ 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang diatas, masalah-masalah yang mungkin akan 

muncul antara lain adalah: 

1. Apakah ada kebijakan dari Menteri Kesehatan RI terkait calon jamaah 

haji yang mengalami sakit sebelum keberangkatan 

2. Proses pelaksanaan badal haji dan teknis pelaksanaanya bagi jamah 

3. Angka kematian saat menunggu antrian keberangkatan disebabkan sakit 

4. Standarisasi sakit yang diperbolehkannya tetap melaksanakan haji  

5. Analisis shad ad-dhari<’ah terhadap jamaah haji yang sedang sakit 

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan-

batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini agar dapat terarah pembahsannya, maka penulis membatasi 

permasalahan yaitu: 

1. Kebijakan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap 

pemberangkatan calon jamaah haji yang sedang sakit. 

2. Analisis shad ad-dhari<’ah terhadap calon jamaah haji yang sedang sakit 

resiko tinggi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan menteri kesehatan terhadap calon jamaah haji yang 

sakit resiko tinggi? 
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2. Bagaimana analisis shad ad-dhari<’ah terhadap kebijakan menteri 

kesehatan bagi calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah cara mengetahui bahwasanya untuk 

mengetahui penelitian yang sudah dilakukan dan mana yang belum diteliti 

sehingga tidak akan timbul plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian yang sudah sebelumnya mengenai pelayanan bagi calon haji dan 

badal bagi haji yang sakit adalah: 

1. Penelitian oleh Muhammad Rizal Maulana, tentang analisis Maslahah 

terhadap peran kelompok Bimbingan haji (KBIH) dalam 

penyelenggaraan Ibadah Haji (Tahun 2011) di Wilayah Kabupaten 

Blitar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran KBIH dalam 

penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar, serta standart 

pelayanan bimbingan kepada jamaah haji yang dilakukan KBIH seluruh 

Kabupaten Blitar.  

Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwa peran KBIH sangat penting 

dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar. Hal tersebut 

menunjukan pengertian bahwa peran KBIH merupakan elemen penting 

dalam penyelenggaraan ibadah haji.  Solusi yang diberikan peneliti untuk 

membuat standart pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata 

jamaah haji yang ada di Kabupaten Blitar.
8
 

                                                           
8
 Muhammad Rizal Maulana, ‚Analisis Maslahah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji ( KBIH) dalam penyelenggaran Ibadah Haji ( Tahun 2011) di Wliayah Kabupaten Blitar‛ 

(Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011) 
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2. Penelitian yang ditulis oleh Retno Zulaikha, tentang Tinjauan Hukum 

Islam terhadap pelaksanaan Akad badal haji pada KBIH di wilayah 

kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas analisis terhadap akad badal 

yang dilakukan pada KBIH dalam melaksanakan badal haji, model 

penelitian yang menggambarkan bagaimana standart pelaksanaan akad 

badal haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya bias 

dijadikan rujukan oleh seluruh KBIH. Membahas tentang hukum dan 

keabsahan badal haji. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, 

telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain; 1) Belum ada 

pencatatan dalam pelaksanaan akad badal haji, 2) Belum ada saksi yang 

menyaksikan dalam pelaksanaan akad badal haji, 3) belum ada 

pengawasan dari pihak KBIH di Arab Saudi terhadap petugas kontrak 

yang melaksanakan badal haji tersebut.
9
 

Penulis ingin menyampaikan: Pertama, hendaknya dalam 

menjalankan pelayanan badal haji membuat standart aturan yang tertulis, 

mengenai tentang pelaksanaan badal haji yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam. Selain itu, dalam proses pendaftaran KBIH harus 

menjelaskan sekilas tentang pelaksanaan badal haji agar pihak keluarga 

ahli waris lebih percaya dan dapat memahami pelaksanaan badal haji, 

dan dari pihak KBIH segera membuat kontrak perjanjian tertulis antara 

pihak KBIH dan keluarga ahli waris agar nantinya tidak ada yang 

dirugikan. Kedua, diperlukan pengawasan lebih kepada petugas kontrak 

                                                           
9
 Retno Zulaikha, ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad badal haji pada KBIH di 

wilayah kabupaten Blitar‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015) 
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yang melaksanakan badal haji agar pelaksanaan badal haji benar-benar 

dilaksakanakan dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad yang 

telah disepakati kepada KBIH. 

3. Moh. Syarih Hidayat, tentang Hukum Haji Badal (Studi Komparasi 

Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ash-Shafi'i). berdasarkan kajian 

yang diteliti dari penelitian tersebut adalah hukum mana  yang lebih 

relevan diterapkan dari kedua madhhab tersebut.  Hasil dari penelitian 

tersebut condong ke madhhab Imam Asy-Syafi'i, karena dasar yang 

digunakan oleh Imam Ash-Shafi'i lebih kuat dari pada Imam Abu 

Hanifah.
10

 

Dari tiga judul diatas terdapat kesamaan mengenai pelayanan badal haji 

bagi yang udhur untuk ibadah haji, dan hanya membahas akad badal haji, 

dan yang kedua membahas tentang standart pelaksanaan akad badal haji 

pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya dibuat rujukan 

oleh seluruh KBIH. Sedangkan yang ketiga lebih pada madhhab yang 

mana yang lebih sesuai digunakan dari kedua madhab tersebut. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui standart 

dibolehkannya tetap melaksanakan ibadah haji dan kebijakan dari 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap calon jamaah haji yang 

sakit juga membahas analisis hukum Islam. 

 

 

                                                           
10

 Moh. Syarif Hidayat, “Hukum Badal Haji ( Studi Komparasi Anatar Imam Abu Hanifah dan Imam 
Ash-Shafi’I” (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Menteri Kesehatan 

terhadap calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi. 

2. Untuk mengetahui  analisis shad ad-dhari<’ah terhadap calon jamaah haji 

yang sakit resiko tinggi. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat yang mencakup 

dua hal: 

1. Secara teoritis 

Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji 

masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti 

yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan hukum Islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya 

calon jamaah haji yang mengalami sakit yang resiko tinggi dalam 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adanya kebijakan dan tata cara 

administrasi pemberangkatan bagi jamaah haji dan adanya aturan-aturan 

yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-

prinsip bermuamalah terhadap pelaksanaan akad keberangkatan haji agar 

tidak merugikan calon jamaah haji yang sedang sakit. 
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G. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok 

bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. 

Kebijakan :Sebuah pertimbangan yang didasarkan atas 

suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap 

faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk 

mengoperasikan perencanaan yang bersifat 

umum dan memberikan bimbingan dalam 

pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan 

yang termaktub dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 

2016 tentang istit{a’ah kesehatan jemaah haji. 

Calon jamaah haji :Seseorang yang akan atau belum menjalankan 

ibadah haji namun mengalami sakit dalam resiko 

tinggi. 

Shad ad-dhari<’ah : Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara 

menutup/melarang keberangkatan Haji jika 

diindikasi akan membawa kepada dampak 

negatif (bahaya) atau hal yang dilarang 

H. Metode Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif berjenis deskriptif. Jadi penelitian kualitatif berjenis deskriptif 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

1. Data yang dikumpulkan  

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan 

nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder. Data 

yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu: 

a) Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah 

Kesehatan Jemaah Haji. 

b) Data tentang pelayanan haji di kementrian agama Sidoarjo. 

c) Data tentang calon jamaah haji yang batal berangkat akibat 

sakit. 

d) Data tentang standart sakit yang tidak diperbolehkannya 

berangkat ke tanah suci. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar 

mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas 

meliputi sumber primer dan sumber sekunder. 
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a. Sumber Primer 

Sumber primer disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah: 

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

istit{a’ah kesehatan jemaah haji. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan 

data. Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang ada 

kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder yang 

dimaksud terdiri dari: 

1) Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

2) Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

3) Fiqih Haji, Departemen Agama RI. 

4) Bimbingan Manasik Haji, Departemen Agama RI. 

5) Pedoman Pembinaan KBIH, Kementerian Agama RI. 

6) Data Jumlah Calon Jamaah Haji Resiko Tinggi. 

7) Dan sumber-sumber pendukung lainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya 

adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Studi dokumentasi 

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan dan sebagainya.Dari hasil pengumpulan dokumentasi 

yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh istit{a’ah haji, serta 

bagaimana teknis pelaksanaan dan pelayanan Kementrian Agama 

Jawa Timur terhadap calon jamaah haji yang sakit. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. 

Wawancara merupakan pertemuan dengan orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
11

\\Teknik ini 

digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan dari 

pengurus pimpinan Seksi Haji Kanwil Kemenag Jatim, Pengurus 

Dinas Kesehatan bagian haji dan dinas kesehatan dan Melalui 

wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau 

informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh 

dari sumber primer. 

4. Teknik Pengelolaan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

                                                           
11

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta,2008),72 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang 

diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 

berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu 

dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya 

dengan permasalahan.
12

 Teknik ini digunakan penulis untuk 

memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis 

dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi 

dokumentasi. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 

dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 

mengelompokan data yang diperoleh. 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan 

terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh 

dari sumber-sumber penelitian, dengam menggunakan teori 

dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
13

 

5. Teknis Analisis Data 

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan 

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah 

ditentukan. 

                                                           
12

 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),153 
13

 Ibid, 195 
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a. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan 

menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang kebijakan Menteri 

Kesehatan terhadap calon jamaah haj yang sakit resiko tinggi. 

b. Pola Pikir Deduktif 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif 

yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan 

persoalan yang bersifat umum, Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah 

dari pelaksanaan kebijakan calon jamaah haji. Dari pengumpulan 

kasus-kasus dan hasil wawancara dengan kepala seksi haji dan umroh 

Kantor Wilayah Jatim,  dan Dinas Kesehatan Haji penulis mulai 

memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum dilihat dari 

analisis shad ad-dhari<’ah, melalui penentuan rumusan masalah 

sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini 

penelitian dilakukan di Kementrian agama  Jawa Timur di Kabupaten 

Sidoarjo dan Dinas kesehatan Surabaya, sehingga ditemukan 

pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan, dan kemudian di tinjau dengan hukum Islam untuk 

menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan 

kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika 

pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang 

latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk 

melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang 

masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua,berisi tentang landasan teori, memuat tentang konsep 

maqa<sid shari’ah tentang konsep shad ad-dhari<’ah  

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang deskripsi objek 

penellitian dalam pelaksanaan kebijakan menteri kesehatan terhadap calon 

jamaah yang sakit di Jawa Timur. Bab ini memuat informasi tentang 

pengertian istit{a’ah, tata cara, dan penentuan kesehatan jamaah haji. 

Bab keempat, memuat analisis Shad ad-dhari<’ah terhadap kebijakan 

menteri kesehatan terhadap keberangkatan calon jamaah haji yang sakit. 

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang 

menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. 


